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ABSTRAK

Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Latar Belakang Penelitian ini sering kali anak yang

menjadi korban dan bahkan pelaku kekerasan seksual. Penulisan skripsi ini
dirumuskan beberapa Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu (1) Bagaimana
perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual dan anak
sebagai korban dari kekerasan seksual dan (2) Bagaimana dasar pertimbangan
hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku anak yang melakukan tindak
pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam studi kasus (Studi Putusan Nomor

43/P1ID.SUS-ANAK-2022/PN/PLG dan Nomor 12/PID.SUS-
ANAK/2019/PN.AMB). Penulisan skripsi termasuk tipe penelitian hukum
normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute
Approac), metode pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), metode

pendekatan Kasus (Case Approach) dengan menggunakan sumber data primer
yaitu (KUHP), (KUHAP), UU No 17/2016, UU SPPA No 11/2012. Data
hasil penelitian dan karya tulis ilmiah.

pendukung sekunder yaitu jurnal hukum,
Data pendukung tersier yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan

Putusan Pengadilan, Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode
studi pustaka atau Library Research yang mengedepankan cara mencari dan
menggumpulkan bahan-bahan teoritis dan mengutip bahan pustaka yang
berhubunga dengan cbjek penelitian. Teknik Penarikan Kesimpulan ini dengan
menggunakan metode induktif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa anak
sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban tindak pidana memiliki
perlidungan dimata hukum. Dan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak
dibawah umur hakim memiliki pertimbangan guna untuk masa depan anak baik

terhadap anak pelaku dan terhadap anak korban.

Skripst ini berjudul Analisis
Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunei : Analisis Yuridis, Kekerasan Seksual, Anak di bawah umur,
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak harus
dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia serta haknya untuk tumbuh
dan berkembang sesuai kodratnya. Anak adalah pewaris bangsa, mereka harus
memiliki hak dan kebutuhan yang layak. Dan anak berhak untuk dilindungi dari
berbagai kejahatan yang terjadi di dunia.® Mengenai kejahatan seks, seringkali
dikatakan bahwa kejahatan seks sulit untuk ditangani, karena mengenai kejahatan
seks yang biasanya menyebabkan masyarakat dan bahkan penegak hukum
kesulitan menangani dan mengungkap kejahatan kasus-kasus tersebut..?

Perhatian negara untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia
secara umum menunjukkan kemajuan sejak 1998. Setelah melihat massive-nya
kekerasan terhadap anak, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual
banyak hal yang mmebuat anak menjadi salah satu korban kekerasan seksual,
salah satunya yang tidak memiliki akses pendidikan dasar karena kemiskinan, dan
banyak juga anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Semua fakta ini hanyalah
sebagian kecil dari masalah besar untuk mewujudkan hak asasi anak.® Dalam hal
seorang anak dapat dikatakan pelanggaran atas hak-haknya apabila telah

terjadinya dan telah dipastikan adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap

! Unicef Perwakilan Indonesia, 2005, Pengembangan HakAnak, Pedoman Pelatian
tentnag Konvensi Hak Anak, Jakarta him.8.

2 Susan Estrich, “Rape”. Kelly D. Weisberg (ed), 2006, Application of Feminist Legal
Teory to Women’s Live: Sex, Violence Work and Reproduction (Temple Univ Press,), him. 431-
432

% Yayasan Pemantau Hak Anak dan UNICEF, 2005, Loka karya Penguatan Aktivis Hak-
hak Anak, Laporan Kegiatan, Jakarta: Wisman PKBI |1, him.2.



anak itu sendiri, sehingga anak-anak menjadi kehilangan hak-hak yang seharusnya
dinikmatinya dalam Pasal 4 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Perubahan kedua
atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak : “Setiap
Anak berhak untuk dapat hidup, berkembangdan berpartisipasi secara sesuali
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”.*

Peristiwa kejadian anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap
anak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi secara global di banyak
negara. Namun, studi yang menemukan argumentasi mengapa anak menjadi
pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat minim. Kekerasan seksual yang
dilakukan anak terhadap anak mengalami peningkatan secara kualitatif dan
kuantitatif. Data-data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) membuktikan argumentasi ini benar. KPAI menyatakan bahwa
kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2011
hingga 2016 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak mencapai 1.965
atau sekitar 30% dari total keseluruhan kasus. Sementara itu, hasil Susenas BPS
mengungkapkan, bahwa pada tahun 2014 jumlah anak korban kekerasan
mencapai 247.610 jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 74.283 jiwa

diantaranya adalah korban kekerasan seksual.®

4Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Jakarta: StoriaGrafika, him.211.

> Ahmad Sofian, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan
Seksual Terhadap Anak, diakses dari : https://business-
law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-
terhadap-anak/ pada tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 09:00.
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Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta menjadi salah satu tujuan
Negara yang terletak pada alinea ke-4 yaitu “Melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari salah satu tujuan
nasional di atas dapat diartikan. Negara Indonesia melindungi seluruh warga
Indonesianya, termasuk pula dalam hal ini adalah anak-anak, anak merupakan
salah satu aset penting dari suatu Negara di dunia termasuk pula Indonesia yang
wajib melindungi segala hak-hak nya, termasuk hak untuk mendapatkan
perlindungan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang membahayakan
bagi anak tersebut.® Dalam penelitian ini, kita akan menyebut Kekerasan Seksual
sebagai kejahatan seksual karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Untuk melakukan kejahatan seksual, seseorang harus ingin menyakiti orang lain
atas dasar orientasi seksualnya dan memiliki otoritas lebih dari yang mereka
miliki, baik melalui jenis kelamin, usia, atau status keuangan.’

Menjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran seksual memiliki
dampak yang menghancurkan baik korban dewasa maupun remaja. Karena
dampaknya yang menghancurkan pada tubuh, pikiran, dan komunitas korban,
kejahatan seksual dianggap sebagai kejahatan paling berat dari semua kejahatan

terhadap kemanusiaan. Secara fisik, pelanggaran dalam hal seksual dapat

& Mashudi MA. 2015. Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Pengajaran
Personal Safety Skills, Metode Didaktik, Vol.9 No.2. diakses dari:
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/kopastajournal/article/view/3082 pada tanggal 14
Agustus 2022 pukul 10:00

" Angela R. Grover, 2015, Introduction Special Issue on Dating Violence and Gender
(Artikel dalam women & Criminal Justice), HIm. 164.
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menyebabkan luka ringan, luka berat, luka permanen bahkan kematian.® Dari segi
psikologis, tindak pidana seksual menimbulkan dampak yang mengganggu
ketentraman korban, yang tercermin antara lain: pada gejala seperti gangguan
tidur, kecemasan saat melihat orang dengan karakteristik serupa, gangguan makan
dan pencernaan, histeria, depresi, gangguan kemampuan belajar, mengakibatkan
ide bunuh diri. Korban kekerasan seksual terkadang lebih sulit berhubungan
secara sosial dengan lingkungannya, terutama jika mereka mengalami
diskriminasi atau stigma karena pengalaman mereka.®

Di Indonesia fakta menunjukkan terdapat banyak anak-anak yang belum
mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak mereka seperti misalnya masih
dijumpai anak sebagai korban pelaku tindak kekerasan, penelantaran hingga
terjadi eksploitasi dan diskriminasi hingga perbuatan yang tidak manusiawi.
Bentuk perlakuan tersebut akan menyebabkan kerusakan perkembangan mental
anak di bawah umur, menurut jurnal pendidikan anak kekerasan seksual yang
dilakukan dibawah kekerasan dan diikuti ancaman dapat membuat korban tak
berdaya itu disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan
mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya, namun tak sedikit pula pelaku

kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi

8 Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, Perempuan dan Anak dalam
Hukumé&Persidangan, Jakarta: Sinar Grafindo, him 335.

°Ibid

10 Reni Dwi S, 2021, E-Jurnal Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Seks
Pada Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Anak, Volume 10 (1), 50-58. Diakses dari:
https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/40031 pada tanggal 14 Agustus 2022 Pukul
10:00
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dengan menggunakan manipulatif psikologi. Anak ditipu, untuk dapat mengikuti
keinginan pelaku.

Kekerasan seksual juga merupakan hubungan seksual yang bersifat
kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama, serta bertentangan
dengan hukum yang berlaku.'? Dalam hal Kekerasan seksul telah terbukti bahwa
pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik. Sampai saat ini sering
diasumsikan bahwa terjadinya hal pelecehan seksual itu suatu hal yang sama-sama
diinginkan antara kedua belah pihak “diinginkan atau tidak”, “dipaksa atau tidak”,
“diancam atau tidak”. Maka dari itu apapun tindakan yang dilakukan atas
penjelasan diatas adalah makna dri kekerasan Seksual.™®

Dalam konteks kejahatan seksual anak, terdapat ketiga faktor tersebut
dapat dijelaskan dengan fakta terhadap anak menjadi kejahatan seksual. pertama,
tidak mungkin terjadinya kejahatan seksual tanpa adanya korban yang pantas atau
cocok untuk dijadikan korban pelecehan. Penentuan korban berarti menarik
perhatian pelaku. Faktor kedua adalah kurangnya kontrol korban terhadap.
Dengan kata lain, penting untuk mengawasi anak agar tidak menjadi korban
kekerasan. faktor ketiga adalah motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan
seksual, motivasi ini dapat dijelaskan sebagai capable and willing to commit
crime, motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and reward
greater than consequnces yang dalam artian mampu dan mau melakukan suatu

kejahatan, memiliki motivasi kebutuhan atau kegembiraan dalam melakukan

Y1bid

12 George Mayor, 2015, Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam
Rumah Tangga, diakses dari: https://Lex Crimen.Vol. 1V/No. 6/Ags/2015.delik.aduan. pada
tanggal 13 Agustus 2022 pukul 09:00
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suatu kejahatan dan tidak adanya kerugian serta imbalan yang lebih besar dari
pada konsekuensinya.'*

Dapat kita ketahui bahwa Kekerasan seksual antar anak didefinisikan
sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak lainnya dimana
anak korban dijadikan objek pemuas nafsu seksual bagi pelakunya. Tindakan ini
dapat dilakukan melalui paksaan, ancaman, penipuan atau tekanan. Perlu dicatat
bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak fisik antara
pelaku dan anak korban. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat bersifat
ekshibisme atau voyeurism, yaitu tindakan pelaku kekerasan terhadap anak dimana
pelaku mengamati anak yang sedang telanjang atau memerintah anak atau
memaksa anak melakukan hubungan seksual Kegiatan bersama anak lain saat
pelaku menyaksikan atau merekam kejadian tersebut. *® Perlindungan hukum
terhadap anak menurut Barda Nawawi Arif merupakan upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asas anak (fundamental rights and
freedoms of children) dan terhadap berbagai kepentingan yang berkaitan dengan
kesejahteraan anak..®

Penegakkan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam

keadilan korban akan merasa diadili ketika pelaku dihukum dan korban menjalani

14 Ahmad Sofian, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan
Seksual Terhadap Anak, diakses dari : https://business-
law.binus.ac.id/2017/08/29/pertangungjawaban -pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual -
terhadap-anak/ pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 09:00
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16 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan
Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti, him.156.
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proses yang tidak traumatis.t’ Masalah utama penegakkan hukum kasus kekerasan
seksual belum sepenuhnya dijelaskan, karena kepentingan korban kembali gagal
terlindungi jika penegak hukum gagal menangani kasus kekerasan seksual secara
optimal sehingga korban kembali dikorbankan pada penanganan kasus kekerasan
seksual. Permasalahan pertama ketika pemeriksaan laporan korban. Keterbatasan
penegakkan hukum dalam mewawancarai korban sering kali merendahkan dan
menulut marah korban. Penegak hukum juga kurang profesional dalam
mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini anak sebagai pelaku kekerasan seksual
dikarenakan besarnya kemampuan anak meniru apapun yang dilihat dan dialami
bisa mendorong anak melakukan kekerasan seksual terhadap orang disekitarnya.
Faktor eksternal menjadi pemicu terbesar anak melakukan kekerasan seksual
seperti itu biasanya berupa pengalaman kekerasan seksual masa lalu yang dialami
anak, baik yang dilakukan orang dewasa atau temanya maupun paparan
pornografi dan pornoaksi dari lingkungan sekitar.8

Dalam pemenuhan perlindungan anak dari korban kekerasan seksual.
Undang-Undang telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, anak-anak dalam krisis, anak-anak
yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi berhak atas perlindungan khusus dari lembaga pemerintah dan negara

dalam kasus kekerasan seksual, anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual,

17 Chocky Ramadhan, 2022, E-Jurnal, Reformasi Penegakkan Hukum Kekerasan Seksuall
,diakses dari https://law.ui.ac.id/v3/choky-ramadhan-kompas-cetak-reformasi-penegakan-hukum-
kekerasan-seksual/ tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB.
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anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penjualan dan perdagangan
anak, korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban penculikan, anak
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.®

Saat ditetapkannya hukum pidana kepada anak, sering kali akan
menjadikan pengalaman pahit bagi anak. Hal tersebut berupa diberikannya cap
buruk (stigmatisasi) yang berkepanjangan. Masyarakat seingkali melakukan
pangasingan terhadap orang yang pernah menjalani proses pidana. Pada kasus
pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, diversi sangat diperlukan dalam
proses peradilan pidana anak yang berupa pengalihan dari proses yustisial ke non
yustisial, selain itu diversi juga bermanfaat untuk mencegah kemungkinan
terjadinya prisonisasi terhadap anak yang dapat mengakibatkan anak tersebut
menjadi lebih buruk lagi, karena yang sering diketahui bahwa penjara merupakan
sarana transfer kejahatan.?°

Dalam undang-undang perlindungan anak telah diancam dengan sanksi
pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana, dimana tujuannya sesuai dengan
undang-undang tersebut yaitu memberi perlindungan terhadap anak. Namun
dalam hal undang-undang tersebut dibentuk untuk perlindungan anak bahwa
sesungguhnya belum seutuhnya melindungi anak yang menjadi korban tindak

pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana tidak akan mampu kembali

19 Davit Setyawan, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan
Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa, diakses dari:
https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-
perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa tanggal 14 Agustus 2022 pukul 09:00 WIB.

20 Suharsil, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok: PT Raja
grafindo Persada, him.94.
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menjalani hari-harinya seperti biasa dan berkembang dengan wajar secara rohani,
jasmani maupun sosial, hanya karena si pelaku telah dihukum.?! Anak sebagai
korban tindak pidana dapat mengalami trauma secara fisik dan juga trauma secara
psikis. Putusan pengadilan hanya terfokus pada persoalan penerapan hukum
pidana terhadap pelaku. Sebaiknya putusan pengadilan juga harus
mempertimbangkan kedudukan seorang anak sebagai korban kejahatan atau
tindak pidana yang dapat mempengharui perkembangan dan pertumbuhan anak
tersebut untuk hari selanjutnya dapat berdampak negatif. > Diluar dari
pertimbangan hakim, secara hukum juga perlu untuk dibentuk dalam suatu
peraturan yang sah dan jelas. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang diputuskan
melalui putusan pengadilan, diterima si pelaku sebagai bentuk tanggung jawab
dari perbuatan yang dilakukannya, dan bagi korban hanya putusan pidana tersebut
yang diterima sebagai tindakan pembalasan bagi pelaku kejahatan dari putusan
hakim.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
mengatur tentang Pengamanan Anak. perlindungan dari tindakan kekerasan,
termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran,
merupakan salah satu perlindungan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan secara

jelas dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah

21 Hamudy, Moh Ilham, 2015, Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan
Makassar, Jurnal Bina Praja. Vol.7 No.2. diakses dari:
https://lontar.ui.ac.id/detail ?id=20425683&lokasi=lokal tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 10:00
WIB
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segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan.?®

Pasal 76E UU 17 Tahun 2016 mengatur larangan pencabulan yang
dilakukan dalam bentuk perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terkait
penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan : “setiap orang dilarang
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Kekerasan seksual yang
dilakukan seseorang anak di bawah umur terhadap anak yang masih di bawah
umur jelas merupakan kejahatan seksual. 2 Sanksi bagi pelanggar seksual.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku kejahatan kekerasan seksual
terhadap anak dapat menghadapi akibat hukum. Potensi denda sebesar Rp.
5.000.000.000 dan hukuman penjara antara 5 dan 15 tahun adalah hukuman

pidana maksimum?

ZAbintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Lakshang Grafika,
him.7.

24 Ali husman, 2022, Sanksi dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak, diakses
dari:  http://bpsdmbox.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-
sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak pada tanggal 14 Agustus pukul 10:00

% Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa No.17 Tahun 2016
berkaitan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 atas Perlindungan
Anak Lembar Negara Indonesia Tahun 2014 No. 297, TLN No.5606.
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Kemudian proses hukum, mengingat dari informasi yang beredar pelaku
kekerasan seksual masih di bawah umur atau masih kategori anak. Anak
didefinisikan sesuai dengan Amandemen No. 2 atas UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016). Untuk memperjelas, anak
adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang belum lahir. Prosedur hukum bagi pelaku kekerasan seksual yang
masih di bawah umur berbeda dengan prosedur hukum bagi orang dewasa; alih-
alih menggunakan hukum orang dewasa, digunakan persyaratan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Muda. Untuk
penjelasan tentang diversi dalam konteks di mana undang-undang mengatur
tentang hak-hak anak, upaya diversi dengan perspektif keadilan restoratif, serta
syarat dan ketentuan penahanan anak, lihat Pasal-Pasal ini.?®

Dalam kasus di mana anak di bawah umur bertentangan dengan hukum
atau menjadi pelaku—seperti yang terjadi di sini, di mana anak di bawah umur
tersebut menjadi pelaku kekerasan seksual—anak di bawah umur tersebut
memiliki hak dalam proses peradilan, termasuk hak untuk tidak identitas
diumumkan dalam laporani Ketika anak di bawah umur bertentangan dengan
hukum atau pelaku, anak di bawah umur itu memiliki hak, termasuk hak untuk
tidak disiksa, dihukum, atau diperlakukan dengan kejam, tidak manusiawi atau

direndahkan dengan cara apa pun, Ini adalah termaktub dalam ayat satu Pasal 19

ZMisbakhul Munir, 2022, Jerat Hukum Bagi Pelaku dan Langkah Hukum Bagi Korban
Pencabulan Anak Dilingkungan pendidikan , diaksesdari: https://halohukum.com/jerat-hukum-
bagi-pelaku-dan-langkah-hukum-pbagi-korban-pencabulan-anak-di-lingkungan-pendidikan/pada
tanggal 14 Agustus 2022 pukul 12:45
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan
khusus anak.?’

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pelakunya
juga anak maka penulis mengangkat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang
terjadi di Sumatera Selatan dan di Ambon PutusanNomor 43/Pid.Sus-
Anak/2022/Pn.Plg dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Amb. Dua kasus ini
memiliki persamaan seorang korban yang berusia dibawah umur mengalami
kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia dibawah umur
(14) tahun dan berusia (15) tahun. Akan tetapi hukuman terhadap anak pelaku
berbeda dimana salah satu kasus memiliki faktor adanya perdamaian antara pihak
korban dan pihak pelaku walaupun dalam keterangan kedua pelaku dan korban ini
masih sama-sama di bawah umur.Akibat dari perbuatan kekerasan tersebut orang
tua korban melaporkan pelaku kekantorpolisi sehingga atas perbuatannya pelaku
tersebut dikenakan Ancaman pidananya dapat berupa pidana kurungan paling
lama 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 5.000.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU No. "UU"), yang
merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ("UU
Perlindungan Anak”).?® Sehingga berdasarkan kasus dan uraian singkat diatas,

penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai pertanggungjawaban

?"Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak
Pasal 19 Lembar Negara Indonesia 2012 No. 153, TLN No0.5332.

ZIndonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82
Lembar Negara Indonesia Tahun 2014 No. 297, TLN No.5606.
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pidana dan pertimbngan hakim dalam memutuskan hukuman untuk pelaku
kekerasan seksual kedalam sebuah skripsi yang berjudul.

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
43/PID.SUS-ANAK/2022/PN.PLGdan NOMOR 12/PID.SUS-
ANAK/2019/PN.AMB)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun beberapa rumusan masalah
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku

kekerasan seksual dan anak sebagai korban dari kekerasan seksual?

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman
terhadap Anak Sebagai Pelaku yang melakukan tindak pidana
kekerasan seksual terhadap Anak dalam studi kasus (Studi Putusan
Nomor 43/PID.SUS-ANAK/2022/PN.PLG dan Nomor 12/PID.SUS-
ANAK/2019/PN.AMB)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk
mencari jawaban atas permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku

kekerasan seksual dan anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan

hukuman terhadap Anak Sebagai Pelaku yang melakukan tindak pidana
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kekerasan seksual terhadap anak dalam studi kasus (Studi Kasus

Putusan Nomor 43/PID.SUS-ANAK/2022/PN.PLG dan Nomor

12/P1D.SUS-ANAK/2019/PN.AMB.
D. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang

diperlukan dalam menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya. Sekaligus penulis
berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis
maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, temuan artikel ini seharusnya dapat memberikan gambaran
bagi perkembangan penelitian hukum, reformasi nasional secara umum, dan
hukum internasional, khususnya dan memberikan tambahan referensi bagi
kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan sebagai tambahan

bagi perpustakaan

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil riset berikut dari segi praktis bisa membawa manfaat
dan memberi gambaran yang dapat di sumbangkan pada masyarakat luas
sehingga masyarakat menyadari dan mengetahui arti pentingnya manusia
sebagai generasi bangsa. Selain itu penulis berharap dengan penulisan ini dapat
memberikan pengetahuan bagi semua orang yang memandang anak yang

bermasalah dengan hukum adalah anak yang jahat hal yang tersebut sangat
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tidak diwajarkan karena baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban
mereka sama-sama masih mempunyai hak untuk dilindungi. Anak-anak yang
akan membangun bangsa lebih maju lagi sehingga saya sebagai penulis ingin
memberi tahu bahwa anak yang melakukan kenakalan, kejahatan apapun itu
mereka bukanlah orang yang jahat tetapi mereka harus dilindungi mereka harus

di didik dan dikasih pemahaman agar mereka menjadi lebih baik

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang
akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian atau
mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh
penelitian. 2° Beberapa macam teori kriminologi yang dapat di gunakan untuk
menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahtan dan
juga faktor penyebab kejahatan maupun-maupun upaya penanggulangan
kejahatan.

1. Teori Pertangungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertangungjawaban pidana disebut sebagai “toerecken-
baarheid”, “criminal responsibility”, “criminal leability”, pertangungjawaban
pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseoarang anak dibawah
umur yang melakukan kekerasan seksual terhadap seoarang anak yang juga

dibawah umur dapat diminta pertangungjawban untuk pidananya atau tidak

29 Bambang Sunggono, 2011, “Metode Penelitian Hukum ", Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, him.77.
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terhadap  perbuatan yang dilakukannya itu. ¥ Pada hakikatnya
pertangungjawaban pidana ialah suatu mekanisme yang telah dibangun atas
kesepakatan hukum untuk bersaksi pada pelanggaran dari pada kesepakatan
memeluk  suatu  perbuatan tertentu. 3 Menurut Roeslan  Saleh,
pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai dakwaan objektif yang
terus menerus yang terjadi dalam tindak pidana dan secara subjektif memenuhi
syarat untuk menghukum perbuatannya.3? Acuan obyektif adalah perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang dimana merupakan perbuatan yang dilarang,
perbuatan yang dimaksud di sini melanggar hukum, baik prosedural maupun
substantif, atau dilarang. Sedangkan Acuan subjektif merujuk pada pelaku
perbuatan yang dilarang, atau acuan subjektif dapat dikatakan sebagai orang
yang melakukan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Jika perbuatan
yang dilakukan tercela atau dilarang, tetapi orang tersebut melakukan
kesalahan yang mengarah pada tidak bertanggung jawab, tidak ada

pertanggungjawaban pidana.®
2. Teori Pertimbangan Hakim

Puncak dalam suatu perkara yang disidangkan oleh hakim adalah putusan
hakim. Putusan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

menentukan sah tidaknya suatu putusan hakim (ex aequo et bono) dan putusan

30 Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta :Lakshang Press indo,
him.24.

31 Mahrus Ali, 2016, Dasar-dasar Hukum Pidana salam Chairul Huda, dari pidana tanpa
Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Jakarta: kencana, him.68.

%2Roeslan Saleh, 2005, Pikiran-Pikiran Tentang Pertangungjawaban Pidana . Cetakan
Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, him.33.

3 Ibid
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hakim memiliki kepastian hukum. Kepastian juga termasuk kemaslahatan bagi
yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus ditangani secara cermat,
tepat dan hati-hati. Apabila diskresi hakim tidak teliti, baik, dan tekun maka
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim yang
dihasilkan dari diskresi. 3 dalam hal ini hakim memberikan putusan

berdasarkan hal-hal dibawah ini:

a. Dalam memutuskan apa yang terjadi, apakah terdakwa melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya

b. Memutuskan dengan undang-undang apakah perbuatan yang dilakukan
oleh terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan
dapat dipidana

c. Keputusan hukuman ketika terdakwa sebenarnya dapat dihukum.3®

Menurut mackenxie hakim dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan

dalam mempertimbangkan suatu putusan dalam suatu perkara, sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan
Hipotesis penyeimbang berusaha mencari jalan tengah antara

persyaratan hukum dan persaingan kepentingan para pihak.

3 Mukti Arto, 2011, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet.9.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, him.140.

% Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Bandung: Alumni, him
74.



18

2) Teori pendekatan pengalaman
Pengalaman yang dimiliki seorang hakim adalah hal Pengalaman
seorang hakim yang dapat membantunya menangani berbagai kasus
yang dihadapinya setiap hari
3) Teori kebijaksanaan
Aspek dari teori ini ialah menegaskan jika pemerintah, lembaga,
masyarakat dan orang tua turut bertanggungjawab dalam membantu
untuk melakukan pencegahan secara umum atau khusus.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan yang menyangkut cara-cara atau prosedur
yang harus dilakukan dalam kegiatan suatu penelitian, yang pada umumnya
dimulai dari penetapan perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian
dilanjutkan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan, melakukan analisis
data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam suatu penelitan
membutuhkan suatu metode yang dapat menuntun penelitian penulis untuk
mengungkapkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi di dalam
masyarakat. Metode ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan

dicapai oleh seorang peneliti®

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian normatif untuk penelitian ini,

penelitian normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas hukum

% Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas
Indonesia, him.5.



19

tertulis dari berbagai perspektif seperti teori, filosofi perbandingan, struktur,
lingkup, komposisi, materi, konsistensi, materi, penjelasan umum serta Pasal

demi Pasal.

2. Jenis Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitik
beratkan pada data kepustakaan atau sekunder. Sesuai dengan metode tersebut
maka kajian dilakukan terhadap norma dan asas yang terdapat dalam data
sekunder pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder yang

dipakai terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mengikat dan
terdiri atas norma hukum ataupun kaidah dasar. Bahan hukum yang digunakan
penulis dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual. Dalam menganalisis Studi Kasus Putusan (Nomor

43/Pid.Sus-Anak/2022.Pn.Plg danNomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Amb.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu materi hukum yang menambahkan uraian dari materi hukum primer yang
diperoleh dari studi kepustakaan yang lebih mendalam?®’. Berupa referensi atau
literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian berupa buku-buku,
hasil penelitian, karya tulis ilmiah, makalah, seminar, jurnal hukum dan

literatur lainnya.
¢. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian,
diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan®®.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan
peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual

(conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau berbagai isu hukum yang

sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan

37 Soerjono Suekanto, 2003, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta:
Raja Grafindo, him.23.
38 Ibid, him.54.
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mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-undang yang satu
dengan Undang-undang yang lain, dilakukan dalam rangka penelitian hukum

kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.®
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian
hukum yang memberikan sudut pandangan analisa penyelesaian permasalahan
dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar
belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam
penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep
yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah
telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang
mendasarinya Pendekatan ini penting karena memahami pandangan atau
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk
membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang

dihadapi.. 4°
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang
berhubungan dengan tema hukum yang dialami.Berbagai kasus yang ditelaah

ialah permasalahan yang sudah mendapatkan vonis dari majelis hakim yang

39 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, him.93.
40 Johnny lbrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
BayumedianPublishing, him.306
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berkuatan hukum tetap. Perihal pokok yang dikaji pada tiap-tiap vonis tersebut
merupakan suatu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan
sehingga bisa digunakan sebagai argumentasi dalam mengungkapkan isu

hukum yang dialami.*!
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode studi pustaka atau library Research yang mengedepankan cara
mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan mengutip bahan
pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, menggunakan bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan cara mengumpulkan data dari
undang-undang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Undang-Undang yang berlaku.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sejalan dengan metode dan pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu
penelitian normative maka bahan hukum yang telah dikumpulkan dan
dikelompokkan selanjutnya akan ditelaah dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan, konseptual dan analisis yang bertujuan untuk

memperoleh jawaban atas Putusan (Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022.Pn.Plg dan

41 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian IImu Hukum, Bandung: Mandar
Maju, him 92.
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Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Amb) dalam pembuktian tindak pidana
kekerasan seksual. Pada penelitian normatif pula pengolahan bahan hukum
dilakukan secara sistematis sesuai penggolongannya dan menyusun bahan
hukum tersebut demi memperoleh hasil penellitian yang logis yakni adanya
hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang ada untuk mendapatkan
jawaban atas isu hukum pada penelitian ini. Selanjutnya, metode analisis yang
digunakan bersifat kualitatif dimana metode analisis ini dilakukan dengan cara
interpretasi  (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah diolah. #?
Penggunaan metode ini akan diwujudkan dalam melakukan analisis terhadap
Putusan (Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022.Pn.Plg dan Nomor 12/Pid.Sus-

Anak/2019/Pn.Amb).
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Sejalan dengan jenis metode dan pendektan dalam skripsi ini yaitu
penelitian normatif maka teknik penarikan kesimpulannya menggunakan
metode induktif yakni suatu cara berfikir yang dimulai dengan melihat hal-hal
khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum melalui
pendekatan induktif tersebut teknik penarikan kesimpulan yang sifatnya umum
dilakukan dengan melihat kepada fakta-fakta konkrit yang bersifat khusus.*®
Sehingga bahan-bahan hukum yang telah diperoleh yang selanjutnya berkaitan

dengan analisa Studi kasus Putusan (Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022.Pn.Plg dan

42 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press,
him.70.
“1bid



24

Nomor  12/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Amb). akan ditarik  kesimpulannya

menggunakan metode induktif.
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